BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR 275 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN AKTIVAS] POS KOMANDO SIAGA DARURAT BENCANA
KEKERINGAN, KEBAKARAN HUTAN/LAHAN DAN ANGIN KENCANG

Menimbang

DI KABUPATEN BOLAANG MONCONDOW
BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

. bahwa sehubungan kondisi iklim dan cuaca musim

kemarau berdasarkan analisa BMKG Stasiun Klimatologi
Sulawesi Utara akan berlangsung hingga bulan oktober
2019, maraknya Kebakaran Hutan/Lahan sejak tanggal 07
Agustus 2019 hingga saat ini vang menyebabkan Kebakaran
Hutan/Lahan di wilavah Kecamatan Lolak, Kecamatan
Bolaang dan Kecamatan Sang Tombolang, masih Intensnya
Angin Kencang vang melanda Pesisir Utara Kabupaten
Bolaang Mongondow sehingga mengakibatkan kerusakan
Atap Gedung Apotik RSUD Datoe Binangkang, kerusakan
dinding tembok Gedung Olahraga (GOR] milik Dinas
Pemuda dan Olahraga, Kerusakan atap gedung Kantor
Dinas Pendidikan serta beberapa rumah warga;

. bahwa untuk menganrisipasi dampak  Kekeringan,

Kebakaran Hutan/Lahan dan Angin Kencang, perlu
dilakukan upaya-upaya penanganan derurat terkait dengan
situasi saat ini sehingga mampu meminimalisir dampak
bencana dengan aktivasi Pos Komando (POSKO| Terpadu
vang terdiri dari stakholder terkait sehingga penanganan
darurat bencana dimaksud dapat dilakukan dengan cepat,
tepat dan terpadu sesuai standar dan prosedur penanganan
pada masa siaga darurat;



Mengingat

Ul

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimann dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan
Keputusan;

. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat 11 di Sulawesi
(Lembaran Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republilk Indonesia Nomor
1822);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5059);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Repubhlik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679,



10.

) ) 1

12.

13.

. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesin Tahun 2008 Nomor 43,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4829),

Peraturan Pemerintali Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4830},

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah;

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Republik Indonesia Nomor
P.32/MenLHK/Setjen /kum.1/3/2016 tentang Pengendalian
Kebakaran Hutan dan Lahan,

Peraturan Menteri Dalam Negert Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Kepala Badan Nasions| Penanggulangan Bencana
Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap
Darurat Bencana,

Peraturan Kepala Badan Nasion:! Pananggulangan Bencana
Nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistim Komando Penanganun
Darurat Bencana,

Peraturan Badan Nasional ['enanggulangan Bencana
Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2018 tentang
Penggunaan Dana Siap Pakai,

14 Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 3

15.

Tahun 2010 tentang Pembentukan Badun Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow,

Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1
Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana;



16. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 30 Tahun
2010 tentang Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU Menetapkan Aktivasi Pos Komando Siaga Darurat Bencana
Kebakaran Hutan/Lahan dan Angin Kencang di Kabupaten
Bolaang Mongondow.

KEDUA Penetapan Aktivasi Fos Komando Siaga Darurat sehagaimana
dimaksud Diktum KESATU adalnh dalam -—angka Siaga Darurat
Bencana kekeringan, Kebakaran Hutan/Lahan dan Angin
Kencang selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak

. tanggal 02 September 2019 sampai dengan tanggal 16
Oktober 2019.

KETIGA Struktur Pos Komando Siaga Darurat adalah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT Apabila dikemudian hari dalam pelaksansan Keputusan ini
terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan
sebagaimana mestinya.

KELIMA Keputusan Bupati ini mulai berluku pada tanggal ditetapkan.

Citetapkan di Lolak
pada tangeal 02 Septembar‘ 2049
®
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| 1 Kepala Pelaksana BPBD |
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LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONCGONDOW

NOMOR - 279 TAHUN 2019
TANGGAL 02 SEPTEMBER 2019
TENTANG  : PENETAPAN AKTIVAS] POS KOMANDO SIAGA DARURAT BENCANA

KEKERINGAN, KEBAKARAN HUTAN/LAHAN DAN ANGIN KENCANG
DI KABUPATEN BOLAANG MONQUNDOW

STRUKTUR
POS KOMANDO SIAGA DARURAT BENCANA
KEKERINGAN, KEBAKARAN HUTAN/LAHAN DAN ANGIN KENCANG
DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

1. PENGARAH ' Bupati Bolaang Mongondow

2. PENANGGUNG JAWAB  : Sekretaris Daerah

3. KOMANDO : Kepala Pelaksana BPBD

4. WAKIL KOMANDO : Danramil Lolak

5. SEKRETARIS : Kapolsek Lolak

6. UNSUR SKPD TERKAIT . Kepala Dinas Linglkungan Hidup

. Kepala KESBANGPOL

. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar
. Kepala Dinas Keschaian

. Kepala Dinas Sosiul

. Direktur PDAM

o B Y SN N K

7. UNSUR KESELAMATAN

DAN KEAMANAN ¢ L Unsur KODIM 13023 Houang Mo nsondow
2, Unsur POLRES Kotimobaeu
8. BIDANG OPERASI| DAN
LOGISTIK
#.1 Seksi Operasi . Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD
8.2 Seksi Logistik ' Kepala Seksi Penanganan Pengungsi BPBD
4. BIDANG ADMINISTRASI
UMUM DAN KEUANGAN - Kepala Seksi Tanggap Darurist BFBD
10, TIM SATUAN TUGAS . 1. TRC-PB BPBD Kah. Boliung Mongondow
2. Satpol PP & Damkar Kab, Bolaanp Mongondow
. 3. Tagana Dinas Sosil
4. BABINSA
5. BHABINICAMTIBMAS
6. Manggala Agni Daops Bitung

. PDAM Kab. Bulaang Monegondow

| NO | PENGELOLA
I Kepala Pelaksana BPBD
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'_1 " Kepala Bagian TUF, Humas dan
Protokol
Asisten Perekonomian
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Sekretaris Daerah

6. | Wakil Bupati Bolaang Mongondow




